



Menurut Adesina (2007:1) bahwa :  
Kebijakan sosial merupakan upaya untuk mempengaruhi dan 
memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat dalam suatu wilayah 
tertentu.  
 
Definisi kesejahteraan (Wahyuningsih, 2011:36) yaitu : 
Kesejahteraan merujuk pada serangkaian pelayanan yang disediakan 
untuk melindungi kelompok tertentu dalam konsep bantuan keuangan 
bagi kelompok miskin. 
 
Menurut Ellison, Bauld dan Powell (2004:128) kebijakan sosial yaitu : 
Kebijakan publik yang bermaksud menyediakan konteks strategis 
dalam memelihara dan mendukung kelompok rentan untuk 
kesejahteraan masyarakat; mendukung kemandirian hidup; dan 




Wahyuningsih (2011:37) menyampaikan pendapatnya yaitu :  
 
Kebijakan sosial yang inklusif mendekatkan kepada masyarakat 
pengguna layanan sosial sehingga tingkat ketepatan untuk menjawab 
kebutuhan publik lebih besar. 
 
Kebijakan keuangan inklusif merupakan suatu bentuk pendalaman 
pelayanan keuangan (financial service deeping) yang ditujukan kepada 
masyarakat in the bottom of the pyramid. Kebijakan keuangan inklusif 
dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pemanfaatkan produk dan 
jasa keuangan formal seperti : sarana menyimpan uang yang aman (keeping); 




aspx, diakses pada 25/03/2017, 20:46 WIB).  
Menurut Hadad (2011:54) keuangan inklusif adalah pemberian akses 
sebesar-besarnya kepada lembaga keuangan yang ditujukan untuk seluruh 
lapisan masyarakat. Tujuan dari keuangan inklusif yaitu meniadakan segala 
bentuk hambatan terhadap akses keuangan yang didukung oleh berbagai 
infrastruktur yang mendukung.  
Akses sistem keuangan di negara Indonesia tergolong masih minim. 
Menurut hasil survei secara nasional oleh Bank Dunia (2010), disajikan dalam 
Diagram 1.1 sebagai berikut : 
 
Diagram 1.1  
Akses Keuangan Nasional Indonesia 2010 
Sumber :  http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/keuangan-inklusif-dan-pengentasan-
kemiskinan, 24/03/2017, 21:52 WIB 
 
Berdasarkan Diagram 1.1 dapat diketahui bahwa akses keuangan 
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penduduk sebanyak 237,641,326 jiwa (http://sp2010.bps.go.id/, diakses pada 
10/03/2017, 09:30 WIB). Sementara itu, terdapat 31 persen penduduk yang 
mengakses keuangan informal dan 17 persen penduduk yang mengalami 
keuangan eksklusif (tidak mengakses sistem keuangan). Sebagian besar 
penduduk terutama di daerah perdesaan, cenderung tidak termasuk kedalam 
akses sistem keuangan (Gounasegaran, Kuriakose, dan Iyer, 2013). 
Masyarakat Indonesia menurut Bank Dunia (2010), masih banyak 
masyarakat yang belum memiliki akses terhadap produk-produk keuangan. 
Penjelasan tersebut dapat dilihat pada Diagram 1.2 sebagai berikut : 
 
Diagram 1.2 
Akses Terhadap Produk-produk Keuangan Indonesia 2010 
Sumber : http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/keuangan-inklusif-dan-pengentasan-kemiskinan 
, 24/03/2017, 21:52 WIB 
 
Berdasarkan Diagram 1.2 dapat diketahui bahwa, penduduk yang tidak 
memiliki akses terhadap produk-produk keuangan baik formal maupun 
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informal sebesar 40 persen. Penduduk yang mengalami keuangan eksklusif 
sebesar 60 persen.  
Masyarakat dalam meletakan atau menyimpan uangnya belum 
seluruhnya berada di ruang lingkup perbankan yang sudah disediakan oleh 
pemerintah. Perilaku masyarakat penabung menurut Bank Dunia (2010), 
dijelaskan pada Diagram 1.3 sebagai berikut : 
                      
Diagram 1.3 
Perilaku Masyarakat Penabung di Indonesia 2010 
Sumber : http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/keuangan-inklusif-dan-pengentasan-
kemiskinan, 24/03/2017, 21:52 WIB 
 
Berdasarkan Diagram 1.3 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 50 persen 
penabung menyimpan uangnya di sektor keuangan formal bank, sedangkan 18 
persen penabung menyimpan di sektor informal seperti arisan; club tabungan; 




Menurut Antonio dan Nugraha (2012:246) tabungan yaitu :   
Menyimpan dana atau menabung dimaksudkan untuk memberikan 
pelajaran lebih kepada masyarakat miskin agar mereka memiliki 
perencanaan ke depan yang lebih matang dengan menyisihkan 
sebagian pendapatan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan 
datang.   
Industri perbankan dituntut untuk meningkatkan pelayanan keuangan 
agar lebih bermanfaat kepada masyarakat karena, masih banyak masyarakat 
Indonesia yang belum mendapat layanan jasa keuangan perbankan. 
Penyertaan keuangan mempertimbangkan partisipasi kelompok rentan dan 
kelompok berpenghasilan rendah, berdasarkan tingkat akses mereka terhadap 
layanan keuangan seperti rekening tabungan; pembayaran; asuransi; kredit; 
pensiun dan lain-lain (Singh, et al., 2014). Penyertaan keuangan berarti 
penyampaian layanan keuangan, termasuk layanan perbankan dan kredit. 
Penyertaan keuangan mengarah kepada kelompok-kelompok yang kurang 
beruntung dan berpenghasilan rendah, dengan biaya yang terjangkau 
(Chhabra, 2015).  
Rendahnya akses terhadap layanan jasa keuangan di Indonesia 
disebabkan antara lain banyaknya wilayah yang belum terjangkau layanan 
jasa keuangan; rendahnya penghasilan masyarakat; adanya biaya persyaratan 
yang memberatkan; tidak adanya jaminan; serta kurangnya literasi keuangan 




kemiskinan, diakses pada 24/03/2017, 21:52 WIB). Layanan Keuangan Tanpa 
Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) merupakan program 
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program ini adalah bentuk penyertaan 
jasa keuangan dengan memanfaatkan keberadaan agen yang berperan sebagai 
kepanjangan tangan bank. 
Persebaran agen btpn Wow! dapat dilihat dari 9 (sembilan) Kantor 
Regional di seluruh Indonesia. Persebaran tersebut berada diruang lingkup 
dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara (Persero) Tbk., disajikan pada 
Grafik 1.1 sebagai berikut : 
 
           
Grafik 1.1 
          Persebaran Agen btpn Wow! di Indonesia 2016 
         Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2016, data yang diolah 
 
Berdasarkan grafik 1.1 dapat diketahui bahwa agen tersebar di 34 
provinsi dalam 9 (sembilan) Kantor Regional di Indonesia. Kantor Regional 1 









Tingkat Agen btpn Wow!
7 
 
(satu) terdiri dari Provinsi Banten dan DKI Jakarta dengan persentase 
persebaran agen Laku Pandai sebesar 1,85 persen. Kantor Regional 2 (dua) 
terdiri dari Provinsi Jawa Barat dengan persentase persebaran agen Laku 
Pandai sebesar 26,18 persen. Kantor Regional 3 (tiga) terdiri dari Provinsi DI 
Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan persentase persebaran agen Laku Pandai 
sebesar 10,64 persen. Kantor Regional 4 (empat) terdiri dari provinsi Jawa 
Timur dengan persentase persebaran agen Laku Pandai paling tinggi yaitu 
sebesar 43,20 persen diantara Kantor Regional yang lain.  
Kantor Regional 5 (lima) terdiri dari Provinsi Aceh; Kepulauan Riau; 
Riau; Sumatera Barat; dan Sumatera Utara dengan persentase persebaran agen 
Laku Pandai 2,91 persen. Kantor Regional 6 (enam) terdiri dari Provinsi 
Gorontalo; Maluku; Maluku Utara; Papua; Papua Barat; Sulawesi Barat; 
Sulawesi Selatan; Sulawesi Tengah; Sulawesi Tenggara; dan Sulawesi Utara 
dengan persentase persebaran agen Laku Pandai sebesar 3,20 persen. Kantor 
Regional 7 (tujuh) terdiri dari Provinsi Bangka Belitung; Bengkulu; Jambi; 
Lampung; dan Sumatera Selatan dengan persentase persebaran agen Laku 
Pandai sebesar 5,02 persen. Kantor Regional 8 (delapan) terdiri dari Provinsi 
Bali; Nusa Tenggara Barat; dan Nusa Tenggara Timur dengan persentase 
persebaran agen Laku Pandai paling rendah yaitu sebesar 0,76 persen diantara 
Kantor Regional yang lain. Kantor Regional 9 (sembilan) terdiri dari Provinsi 
Kalimantan Barat; Kalimantan Selatan; Kalimantan Tengah; Kalimantan 
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Timur; dan Kalimantan Utara dengan persentase persebaran agen Laku Pandai 
sebesar 6,24 persen. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini memfokuskan 
pada kontribusi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terhadap implementasi 
Program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka 
Keuangan Inklusif). Dengan demikian, judul penelitian ini adalah 
“KONTRIBUSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM 
IMPLEMENTASI AKSES LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR 
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF (LAKU PANDAI) PADA 
PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA AGEN YANG 
TERDAFTAR DI PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NEGARA 
(PERSERO) Tbk. SURAKARTA)” 
